
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.372, 2020 KEMENKUMHAM. Konfirmasi Status Wajib Pajak. 

Layanan Publik Tertentu. Pelaksanaan. 
 

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAGI LAYANAN PUBLIK 

TERTENTU DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pencegahan korupsi perlu 

dilakukan sinergi secara optimal antar 

kementerian/lembaga dalam pelayanan publik tertentu di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan 

Publik Tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB 

PAJAK BAGI LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KEMENTERIAN 

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

KSWP adalah kegiatan yang dilakukan intansi 

pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu 

untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.  

2. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka 

pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

3. Administrasi Hukum Umum Online yang selanjutnya 

disebut AHU Online adalah sistem pelayanan publik 

berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.  

 

Pasal 2 

Jenis layanan publik tertentu yang diberikan dalam rangka 

pelaksanaan KSWP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia meliputi:  

a. Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;  

b. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan 

terbatas; dan 

c. Pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. 

 

Pasal 3 

(1) Menteri melaksanakan KSWP sebelum memberikan 

layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan 

Status Wajib Pajak. 

(2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid. 

(3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status 

valid, proses pemberian layanan publik tertentu dapat 

dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status 

tidak valid, permohonan layanan publik tertentu tidak 

diproses lebih lanjut. 

(5) Permohonan layanan publik tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah 

pemohon memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak 

yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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Pasal 4 

(1) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 

(2) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara elektronik melalui AHU Online yang 

terhubung dengan sistem informasi pada kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 April 2020 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 April 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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